







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia memasuki masa otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU Nomor 32 Tahun 
2004 yang diubah lagi menjadi UU  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk 
mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pembangunan. Hal 
tersebut merupakan substansi utama dari otonomi daerah. Seiring dengan 
berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada 
pemerintah daerah untuk menggali dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya 
termasuk mengelola keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari 
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah. Prisip otonomi daerah juga dijalankan oleh Kabupaten Garut. 
Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari peran sumber daya manusia 
nya. Dari data BPS Provinsi Jawa Barat, diperoleh informasi bahwa Kabupaten 
Garut memiliki jumlah penduduk atau SDM yang banyak yakni 2.526.186 pada 
tahun 2014, 2.548.723 pada 2015, 2.569.505 penduduk pada 2016, kemudian 
2.249.241 penduduk pada 2017, dan 2.606.400 jumlah penduduk pada tahun 






era otonomi ini kemampuan Kabupaten Garut dalam membangun daerah 
dinilai masih rendah karena adanya ketergantungan fiskal dan subsidi serta 
bantuan pemerintah pusat semakin besar sebagai wujud ketidakberdayaan PAD 
dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Hal tersebut juga 
mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah.  
Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dan kemandirian 
dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam 
menghadapi otonomi daerah. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk mencapai keberhasilan penerapan otonomi daerah dan pembangunan daerah 
di Kabupaten Garut adalah dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerah 
untuk biaya anggaran daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah 
itu sendiri harus dioptimalkan untuk mencapai kemandirian daerah dalam 
membiayai kebutuhannya. Hal tersebut merupakan perwujudan dari PAD. Dalam 
Jurnal Dinamika Pembangunan (2005: 9), disebutkan bahwa “PAD sebagai salah 
satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah”.  
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah menyebutkan kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang 
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Dari berbagai sumber penerimaan PAD, salah satu komponen 
dari penerimaan PAD diantaranya ialah retribusi daerah. Retribusi daerah dapat 
memberikan kontribusi besar dan merupakan sub penerimaan daerah yang sangat 
potensial untuk dikembangkan. Semakin tinggi penerimaan retribusi, maka 






dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD salah 
satunya melalui optimalisasi pemungutan retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri 
dari beberapa komponen, salah satunya adalah retribusi pelayanan parkir di tepi 
jalan umum.  
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut atas penggunaan atau 
pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah 
daerah. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, baik itu berupa karcis, 
kupon ataupun kartu langganan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Konsep ini dijalankan oleh setiap pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi 
maupun  kabupaten dan kota, termasuk di Kabupaten Garut. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut karena dari beberapa kabupaten 
dan kota yang ada di Jawa Barat yang berjumlah 18 kabupaten dan 9 kota, 
ternyata Kabupaten Garut merupakan kabupaten yang PAD nya selalu tidak 
mencapai target dari tahun anggaran 2016-2018. Padahal berbagai peluang 
penerimaan PAD apabila dikelola dengan baik maka akan berkontribusi besar. 
Misalnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain itu, kabupaten ini 
merupakan daerah tempat tinggal penulis, sehingga penulis melihat secara 
langsung berbagai fenomena yang terjadi di lapangan serta memperoleh fakta 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan penulis. Berikut data pencapaian PAD 

















2016 112,59% 103,95% 90,05% 92% 105% 
2017 110,3% 104,06% 96,82% 101% 104% 
2018 111,12% 99,46% 92,24% 107% 104% 
Sumber: Hasil pengolahan peneliti. (2019) 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengurus tentang retribusi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 31 disebutkan bahwa tarif retribusi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan biaya pennyediaan 
jasa dan jenis pelayanan parkir yang diberikan. Kemudian sebagaimana telah 
disebutkan, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bus, truck,kontainer dan tronton……………………Rp. 10.000 
b. Kendaraan barang (box dan sejenisnya)……...........Rp.  7.000 
c. Kendaraan penumpang dan sejenisnya…….……….Rp. 2.000 
d. Sepeda motor…………………………………….….Rp. 1.000 
Kabupaten Garut kemudian mengklasifikasikan tempat pelayanan parkir di 
tepi jalan umum berdasarkan klasifikasi zona, yaitu zona I dan zona II. 
Selanjutnya Pasal lima (5) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 503 Tahun 
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan 
Tempat Khusus Parkir menyebutkan zona parkir berdasarkan klasifikasi diatas 








a. Zona I, meliputi: 
Tabel  1.2 
Klasifikasi zona parkir I 
NO LOKASI 
1 Jl. Ciledug mulai dari simpang Jl. A Yani s/d simpang Jl. 
Papandayan 
2 Jl. Cikuray mulai dari simpang Jl.Ranggalawe s/d simpang Jl. A 
Yani 
3 Jl. Guntur (simpang Jl. Cimanuk – simpang Jl.Ciwalen) 
4 Jl. Siliwangi mulai simpang Jl.Ciledug s/d Jl.Dewi Sartika (alun-
alun) 
5 Jl. Ahmad Yani 
a. Simpang Jl. Cimanuk s/d simpang Jl. Veteran 
b. Simpang Jl. Bratayudha s/d simpang Jl. Guntur  - Jl. 
Gagaklumayung 
6 Jl.  Veteran 
7 Jalan di Kawasan Wisata Cipanas 
 Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Garut no 503 thn 2011 tentang petunjuk pelaksanaan 
retribusi parkir  di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. (2019) 
 
b. Zona II,  meliputi : 
Tabel  1.3 
Klasifikasi zona parkir II 
NO LOKASI 
1 Jl. Bank 
2 Jl. A. Yani (simpang jl. Guntur – Gagaklumayung – Bunderan Suci 
3 Jl. Cimanuk (simpang Maktal -  simpang Lima) 
4 Jl. Ciledug (simpang Papandayan – simpang Sukadana) 
5 Jl. Mandalagiri 
6 Jl. Pasar Baru 
7 Jl. Kemuning 
8 Jl. Mawar 
9 Jl.  Guntur (simpang Ciwalen – simpang A.Yani) 
10 Jl. Otista (simpang Lima – simpang Babakan Selaawi) 
11 Jl. Bratayuda (simpang Jl. A. yani – simpang Jl. Ciledug) 
12 Jl. Pramuka (simpang Jl. A.  yani – simpang Jl. Bank) 
13 Jl. Pembangunan (simpang Maktal – simpang Lima) 
14 Jl.  Ciwalen (simpang Jl.  Guntur – simpang Jl.  A. Yani) 
15 Jl. Ranggalawe (simpang Jl. Ciledug – simpang Jl. Cikuray) 
16 Jl. Karacak 






18 Jl. Muhammadiyah 
19 Jl. Merdeka (simpang Jl. Cimanuk – simpang Jl. Sudirman) 
20 Wilayah Kecamatan Limbangan 
21 Wilayah Kecamatan Cibatu 
22 Wilayah Kecamatan Wanaraja 
23 Wilayah Kecamatan Banyuresmi 
24 Wilayah Kecamatan Leles 
25 Wilayah Kecamatan Kadungora 
26 Wilayah Kecamatan Samarang 
27 Wilayah Kecamatan Bayongbong 
28 Wilayah Kecamatan Cikajang 
29 Wilayah Kecamatan Bungbulang 
30 Wilayah Kecamatan Pameungpeuk 
Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Garut no 503 thn 2011 tentang petunjuk pelaksanaan 
retribusi parkir  di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. (2019) 
 
Pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh unit 
pelaksana teknis dinas (UPTD) parkir dinas perhubungan, begitupun di Kabupaten 
Garut. Dalam pemungutan retribusi parkir, UPTD parkir dinas perhubungan 
dibantu oleh juru parkir yang ditempatkan pada setiap titik parkir sesuai dengan 
kontrak yang telah disepakati.  
UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Garut membagi wilayah kerja 
menjadi beberapa wilayah. Menurut kepala seksi perparkiran, Kecamatan Garut 
Kota yang berada dalam wilayah 1 merupakan daerah dengan potensi penerimaan 
yang terbesar karena merupakan daerah yang dijadikan sebagai pusat penyidikan 
dan pengawasan, sedangkan wilayah dan daerah lain hanya sebagai faktor 
pendukung. Kecamatan Garut Kota juga merupakan potret dari Kabupaten Garut 
sehingga 92% konservasi hanya dilakukan di daerah ini. Hal ini menjadi faktor 
penyebab tidak adanya pengembangan kebijakan perparkiran di luar Kecamatan 






Tercatat kurang lebih ada 92 juru parkir yang terdaftar dengan 61 titik parkir. 
Berikut data juru parkir beserta titik parkir: 
Tabel  1.4 






Jl. Ciledug 20 11 
Jl. Karacak 2 1 
Jl. Bratayudha 2 1 
Jl. Papandayan 3 1 
Jl. Ranggalawe 1 1 
Jl. A. Yani 12 12 
Jl.Cikuray 7 6 
Jl. Siliwangi 12 9 
Jl. Veteran 2 2 
Jl. Bank 1 1 
Jl. Mandalagiri 9 4 
Jl. Pasar Baru 12 7 
Jl. Ciwalen 1 1 
Jl. Guntur 8 4 
JUMLAH  92 61 
Sumber: UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kab. Garut. (2019) 
 
Pemerintah Kabupaten Garut telah menentukan sebanyak 61 titik parkir di 
wilayah Kecamatan Garut Kota serta telah menentukan besaran tarif yang 
dipungut untuk pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain 
itu, jika dilihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan yang 
ada di Garut terbilang banyak, sebagai berikut: 
Tabel 1.5 
Jumlah kendaraan di Kabupaten Garut 
Tahun  2014 2015 2016 2017 2018 
Jumlah 
Kendaraan 
643.820 363.614 859.199 803.133 427.567 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. (2019) 
 Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pencapaian penerimaan retribusi parkir 






2014 sampai 2018 penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
Kecamatan Garut Kota selalu tidak mencapai target dan cenderung menurun. 
Dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 1.6 
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
Kecamatan Garut Kota Tahun Anggaran 2014-2018 
Sumber: Unit Pelaksama Teknis Dinas (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 
Tahun 2014-2018. (2019) 
 
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa target retribusi pelayanan parkir di 
tepi jalan umum Kecamatan Garut Kota selama lima tahun berturut-turut selalu 
tidak terpenuhi. Pada tahun 2014 target yang tercapai sebesar 90,31% merupakan 
pencapaian yang paling besar dari lima tahun anggaran terakhir, dan tahun 2018 
merupakan pencapaian yang paling sedikit yakni hanya sebesar 43,89%. Hal ini 
terjadi karena banyak oknum tidak bertanggungjawab yang meraub keuntungan 
dari pengelolaan dan penyetoran retribusi parkir melalui pemungutan 
liar.Pemungutan liar terjadi hampir pada semua wilayah parkir di Kecamatan 
Garut Kota. Terdapat kurang lebih ada 87 juru parkir liar di wilayah yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai lokasi pelayanan 




Tahun Target Realisasi % 
2014 757.913.100,00 684.540.000,00 90,31% 
2015 852.652.237,00 697.725.000,00 81,82% 
2016 852.652.237,00 664.250.000,00 77,90% 
2017 1.150.000.000,00 569.470.000,00 49,51% 







Juru Parkir Liar di Kecamatan Garut Kota 
Lokasi Jumlah Juru Parkir Liar 
Jl. Ciledug 10 
Jl. Karacak 2 
Jl. Bratayudha 4 
Jl. Papandayan 5 
Jl. Ranggalawe 3 
Jl. A. Yani 14 
Jl.  Cikuray 7 
Jl. Siliwangi 8 
Jl. Veteran 4 
Jl. Bank 3 
Jl. Mandalagiri 6 
Jl. Pasar Baru 7 
Jl. Ciwalen 3 
Jl. Guntur 7 
Total  87 
Sumber: Hasil pengolahan peneliti. (2019) 
 
Oknum yang tidak bertanggung jawab ini biasanya berasal dari masyarakat 
sekitar yang melihat peluang untuk menambah penghasilan. Banyak juru parkir 
yang tidak mendaftarkan diri ke UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten 
Garut sehingga hasil retribusi parkir yang diperoleh tidak masuk ke dalam 
pendapatan daerah dan tidak mempengaruhi penerimaan dari retribusi pelayanan 
parkir di tepi jalan umum. 
Perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menunjang 
perbaikan penerimaan pendapatan daerah. PAD dapat optimal manakala 
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal ini UPTD Parkir Dinas 
Perhubungan Kabupaten Garut dapat memberikan kontribusi dari sektor retribusi 
parkir dengan cara merencanakan, memutuskan, membina, mengawasi, 






mengkoordinasikan kebijakan di bidang perparkiran khususnya di Kecamatan 
Garut Kota. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan retribusi pelayanan parkir di 
tepi jalan umum khususnya di Kecamatan Garut Kota dengan judul 
“Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di 
Kabupaten Garut Tahun 2014-2018”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 
masalah dalam penelitian ini adalah,  
1. Target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
Kecamatan Garut Kota dari tahun 2014 sampai 2018 belum tercapai. 
2. Banyaknya juru parkir liar di Kecamatan Garut Kota yang belum ditertibkan. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan  masalah dari penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 
umum di Kabupaten Garut Tahun 2014-2018? 
2. Bagaimana hambatan dalam memaksimalkan pemungutan retribusi pelayanan 
parkir di tepi jalan Umum Kabupaten Garut? 
3. Bagaimana peran UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Garut dalam 








D. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi 
jalan umum di Kabupaten Garut. 
2. Untuk mengetahui hambatan dalam memaksimalkan pemungutan retribusi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Garut. 
3. Untuk mengetahui peran UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 
dalam menertibkan parkir liar di wilayah Kecamatan Garut Kota 
E. Kegunaan Penelitian 
Peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai 
yang positif serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Peneliti juga 
berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Dapat mengetahui pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 
umum dan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di 
Kecamatan Garut Kota. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu usaha untuk 
menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam 
bagi penulis mengenai ilmu tentang administrasi publik secara umum, 







2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam 
memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan 
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
b. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran mengenai pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 
umum khususnya di Kecamatan Garut Kota 
F. Kerangka Pemikiran 
Berkenaan dengan pembahasan skripsi tentang pemungutan retribusi 
pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Garut, penulis menggunakan 
teori Oyok Abuyamin. Menurut Abuyamin (2012: 4), asas-prinsip pemungutan 
pajak dan/atau retribusi yaitu:  
1. Asas keadilan 
Merupakan asas yang menjelaskan bahwa hukum pajak harus mengabdi 
kepada terwujudnya keadilan. 
2. Asas ekonomis 
Fungsi regulator dari pajak adalah fungsi pajak yang ditujukan untuk 
mengatur politik perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut 
implementasi pemungutan pajak : 
a. Harus menjamin tidak terganggunya kepentingan umum; 
b. Harus menjadi instrument yang dapat memperlancar roda produksi dan 
perdagangan; 
c. Harus menjamin terlaksananya upaya masyarakat warga Negara untuk 
mencapai tujuan hidup, yaitu mencapai kesejahteraan hidupnya. Oleh 
karena itu, pemungutan pajak dan/atau retribusi dipungut sesuai 
penghasilannya dan dipungut dalam waktu yang tepat. 
3. Asas finansial 
Pemungutan pajak dan/atau retribusi oleh Negara adalah bertujuan 








Penggunaan teori di atas sangat berhubungan dengan rumusan masalah dalam 
penelitian ini, di mana ketiga asas-prinsip diatas dapat menunjang peran 
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal ini UPTD Parkir Dinas 
Perhubungan Kabupaten Garut dalam memaksimalkan pendapatan daerah. 
Menurut Soekanto dalam jurnal Winata (2018: 5) “peran merupakan aspek 
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” 
Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan Dinas 
Perhubungan maka peran disini tidak berarti sebagai hak dan kewajiban 
melainkan sebagai tugas dan wewenang. Oleh karena itu, dalam memenuhi 
kedudukannya UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Garut harus 



















Menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal Winata (2018: 5), peran merupakan aspek 
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 
Pemungutan  
Asas-prinsip Pemungutan pajak dan/atau retribusi 










Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kecamatan 
Garut Kota akan berjalan optimal jika berpegang pada prinsip; asas keadilan,  asas 
ekonomis, dan asas  finansial. 
 
 
 
 
 
